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I.  UMUM 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 

mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2014 tentang Kelautan, merupakan landasan hukum Penyelenggaraan 

Penataan Ruang secara nasional, yang perlu disinergikan melalui 

pembentukan peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam 

mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang tersebut. Peraturan 

pelaksanaan dimaksud meliputi aspek-aspek dalam Penyelenggaraan 

Penataan Ruang yang perlu diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. 

 Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk 

mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan 

lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan 

Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola 

Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, 

perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan 

antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan 

bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan 
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berusaha.  

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang didasarkan 

pada pertimbangan kondisi keragaman geografis, sosial budaya, potensi 

sumber daya alam, dan peluang pengembangan di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan 

permasalahan yang, antara lain, dipengaruhi oleh: 

a. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan 

cepat berkembang (pacific ocean rim dan indian ocean rim) yang 

menuntut perlu didorongnya daya saing ekonomi dalam tatanan 

ekonomi global; 

b. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan 

pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan 

bencana geologi sehingga menuntut pertimbangan aspek mitigasi 

bencana; 

c. intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait eksploitasi sumber 

daya alam yang semakin meningkat dan berpotensi mengancam 

kelestarian lingkungan hidup, termasuk peningkatan pemanasan 

global; dan 

d. penurunan kualitas permukiman dan lingkungan hidup, peningkatan 

alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan peningkatan kesenjangan 

antar dan di dalam wilayah. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur berbagai ketentuan terkait 

Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan 

kelembagaan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan 

pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih 

komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien, Peraturan 

Pemerintah ini memuat: 

a. Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan mengenai 

penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana 

rinci tata ruang; 

b. Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang; 

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur penilaian 

pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian 

perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan 

sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang; 
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d. Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian 

Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat; 

e. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata 

cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara 

sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. 

Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai 

pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung 

peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan 

Ruang; dan 

f. kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, 

tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” dalam 

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah penyelenggaraan 

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

Penataan Ruang yang dilakukan berdasarkan kepada 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum 

yang berlaku. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “keadilan” dalam Penyelenggaraan 

Penataan Ruang adalah penyelenggaraan pengaturan, 

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan mempertimbangkan rasa keadilan 

Masyarakat, serta melindungi hak dan kewajiban semua 
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pihak. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya meliputi tahapan yang 

terdiri atas tahap penyusunan materi RTR yang didasarkan pada 

kajian teknis dan kajian akademis, tahap pelibatan peran 

Masyarakat dalam penyusunan RTR sebagai upaya untuk 

mengakomodasi kebutuhan Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Penataan Ruang, serta tahap penetapan RTR. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Ayat (1) 

 Huruf a 

Cukup jelas. 
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 Huruf b 

Pemanfaatan Ruang terdiri atas pelaksanaan Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan 

sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang. Pemanfaatan 

Ruang dituangkan dalam bentuk indikasi program 

utama.  

Periodisasi indikasi program utama jangka menengah 

lima tahunan dalam RTR disesuaikan dengan periode 

rencana pembangunan jangka menengah. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Wilayah yurisdiksi mencakup zona tambahan, zona ekonomi 

eksklusif, dan landas kontinen. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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